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BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TEI{GAH

PTRATI'RAN DAERAII NABUPATEN BUOL
NoMOR rO TAHUN 2OI4

TENTANG

XEDI'DI'KAN PROTOKOLER DAI{ KEUANCAN PIMPINAIY DAN AI{GGCYTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAII RAHMAT TUIIAI{ YANG MAIIA ESA
BUPATI BUOL.

Menimbang bahwa untuk melaftsanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatlun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Penvakilan RaLyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan darl Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Moro',vali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Poiitik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48O1);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2O11 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Mengingat
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Nomor 82, Tambahan Lenbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan
Ralcyat, Dewal Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n
Pemerintah penganti Undang - Undang Nomor 2 Tatrun
2014 tentang Perubahal atas Undang - Undalg Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
Peratura-n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2OO4 Tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tanbahal Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengaa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2OO4

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirtpinan
dan Anggota Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

ilomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 201O Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Ralqfat Daerah Tentang Tata Tertib
Dewal Perwakilan Ralyat Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2O1O, Tanbahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51O4);

Peraturan Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buol Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buol

8.

9.
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Dengan persotuJuan berrams
I'EWAI{ PERWAKL.A.II RAI(YAT DAERAH KAAUPATTIT BUOL

drn

BI'PATI BUOL

MEMUTUSKAT:
Menetapkan : PERATIIRAI| DAERAII IIABIIPATEIII BUOL TENTAITG

KTDUDI'XAN PROTOKOLER DAN KTUANGIIIT
PIUPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAXILAIT
RAIilAT DATRAH IIABT'PATEI{ BUOL.

BAB I
T TENTUAN I'MTIM

Pesal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yalg dimaksud dengal :

1. Daersh adalah Kabupaten Buol;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah memrut
asas 

-otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaal urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

+. bewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buol yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daera}.'
5. Pimpinan DPRD ;dalah Ketua dan wakil - Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Buol;
o. Angg6ta DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buol;
7. Bupati adalah BuPati Buol;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati BuoI;
9. Gubernui adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan, kepada

seseorang untuk mendapatkan penghormatan' perlakuan' dan tata

tempat dilam acara resmi atau pertemuan resmi'
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraal atau acara

resni yang meliputi ito.,,t -"ttgtnai tata tempat', tata 
-upa"iljTtata ienfuormatan sehubungan dengan penghormatan K9p-aoa

;;;g" sesuai dengan jaba:tan darrf atau kedudukannya dalam

negara' pemerintahan atau masyarakat'
12.-i;;a '.""-i "arur, ^"u^ 

y*g bersifat resmi yang diatur 
- 
dan

ditaksanakan oten pemer;nt'fr b"er.'tt atau LembFga Perwakil-arr

Daerah, dalam metarcln-akan tugat dan fungsi tertentu' dihadiri oleh



pejabat negala, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daera_h serta
undangan lainnya.

13. Tata upac.ra adalah atural untuk melaksanakal upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resmi.

I4.Tata, tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat
negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah, dan tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah
Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau
acara resmi,

16. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua,
wakil kehra, dalr anggota DPRD.

19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan
setirap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukalnya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau
anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan,
atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan
kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/
rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2l,.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
darr Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

22. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan
Ralqfat Daerah Kabupaten Buol yang terdiri atas Pimpinan Dewan,
Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan
Anggaran, Badan Kehormatan yang bersifat tetap dan alat kelengkapan
lainnya;

23. Alat kelengkapan lainnya adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat
tidak tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD melalui rapat
paripurna.

24. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten BuoI;
25. Sekretariat DPRD ada.lah Sekretariat DPRD Kabupaten Buol;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD'

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan peraturalr daerah;



BAB II
KEDI'DT'XA.!| PROTOKOLER PTMPIIVAT{

DAN ANGG'(}TA DPND
Bagtan Pertama

Acare Resml

Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam

Acara Resmi.
(2) Acara Resmi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat

Pemerintah
c. Acara Resrri Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat

Pemerintah Daerah.

Baglan Kedua
Tata Tempat

Pasal 3
Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan
di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah

pejabat instansi vertikal lainnya;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah

Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala
Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didarnpingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di

sebelah kanar Ketua DPRD;
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk

Anggota;
e. Sekretaris DPRD dan staf sekretariat menduduki tempat dibelalang

unsur Pimpinan;
f. Penir4'au, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5
Tata t€mpat dalam Acara Penggambilan Sumpal/Janji dan Pelantikal
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan menga-mbil
Sumpah/Jaaji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Walol-wakll Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk

Anggota;



d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera-h yang lama, duduk di sebelah
kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik
duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;

g. Sekretaris DPRD, dan staf sekretariat menduduki tempat dibelakang
unsur Pimpinan;

f. peninjau, dan undangan sesuai denga kondisi ruangan Rapat;
g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Pelantikan

duduk sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik dududk di

sebelah kanan Pejabat yang mengarnbil Sumpah/Jalji dan melantik
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6
Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Anggota DPRD
meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua
Pengadilan Tingg/ Pengadilan Negeri atau Pejabat yalg ditunjuk duduk
di sebelah kanan Kepala Daerah;

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat
yang disediakan;

c. Seteliah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk
disebelah kiri Kepala Daera-h;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan
Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah
disediakan;

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah

disedialan; dan
g. Pers/kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasel 7
Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Jarji dan Pelantikan Ketua
dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pinpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan
Negeri;

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di selelah kiri Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah
kiri Ketua DPRD;

d. Mantan Pirnpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk
di tempat yang telah disediakan;

Baglan Ketlge
Tate Upacara

Pasal 8
(1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau

bukan upacara bendera.



. (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya
acara fesmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan
eraturan perundang-undangan.

Baglan Xcempat
Tata Pe nghormatan

Pasel 9
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan

penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BEL,IIITJA PIMPIIIAIT DAN AITGGOTA DPRI)

Baglan P€rtama
Penghasllan

Pasel 1O
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a. uang Representasi;
b. uang Paket;
c. tu4jangan Jabatan;
d. tunjangan Panitia Musyawarah;
e. tunjangan Komisi;
f. tunjangan Panitia Anggaran;
g. tunjangan Badan Kehormatan; dan

, h. tujangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal I 1
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang

di tetapkan Pemerintah.
(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 o/o ( Delapan Puluh

Perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(a) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima

perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebaga.imana dimaksud pada

ayat (1) juga diberikan Thnjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang
besarnya sama dengal ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 12
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.



{2} Tuaiangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145olo(seratus empat puluh lima perseratus) dari masing_masing Uang
Representasi.

$-qT.rr atau Anggota o"ao 
"#f;lll 

or"- panitia Musyawarah atauKomisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat
Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:a. Ketua sebesar 7,S % (tujuh setengah perseratus) dari -T\rnjangan

Jabatan Ketua DPRD:
b. wakit Ketua sebesar s % (lima perseratus) dari runjangan Jabatan

Ketua DPRD;
c. Sekretaris sebesar 4 Vo (empat perseratus) dari T\rnjangan Jabatan

Ketua DPRD ;
d. Anggota sebesar 3 "/o (tiga perseratus) dari T\rnjangan Jabatan Ketua

DPRD.

Pasal 15
Pqiak Penghasilan PPh pasal 21 pimpinan dan Anggota DpRDpenghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan
APBD.

atas
pada

Baglan Kedue
funJangan KeaeJahteraan

Pasal 16
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikaa tunjangan

pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
(2) Keluarga Pinpinan dan Anggota DpRD yang mendapat pemeliharaan

kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau lstri beserta b ldua; orang
anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan
kepada kmbaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah
Daerah.

Pasel 17
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan

beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
(2) Belar{a pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan

kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
(3) Dqlem hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib

mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan
kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal lE
(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas

beserta perlengkapannya.
(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapalnya

dibebankan pada APBD.



C.)'^

(3) Dal"" hal Anggota DPRD diberhentikal atau berakhir masa baktinya,
wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dal.m
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19
Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat
disewabelikan atau digunakaa atau dipindahkan atau diubah struktur
bangunan dan status hukumnya.

Pasel 2O
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumalr

Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan Tlrnjangan Perumahan.

(2) Tuqiangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
uang s€wa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga
setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paeal 21
(1) Pimpinar dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas.
{2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} terdiri atas:

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. Pakaian Sipil Lengkap disedia-kan I (satu) pasang dalam 5 (lima)

tahun;
d. Pakaian Dinas Harian l,engan Panjang disediakan 1 (satu) pasang

dalam 1 (satu) tahun;
(3) Standar satuan harga dan kualitas ballan pakaian dinas ditetapkan

dengan Peratural Bupati.

Parn.l22
Dafam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada al li
waris diberikan :

a. uang Duka Wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi apabila
meninggal dunia tidak dalam keadaan bertugas;

b. uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi apabila
meninggal dunia da-lam keadaan bertugas; dan

c. bantuan biaya pengurusan jenasah;

Eagtaa Ketlga
Uang Jasa Pengabdfun

Pasal 23
(1) Pimpinar atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri

masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
(2) Besarnya ualg jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ket€ntuan :



a. Masa bakti kurang dari I (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun
penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang
representasi ;

b. Masa bakti sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikal uang jasa
pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

d. Masa 6.11i sempai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi

e. Masa balrti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

f. Masa bakkti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Datam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli
warisnya.

(4) Pembayaran ualg jasa pegabdian dilakukan setelah yang bersangkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELIINJA PEIYI'NJAITG I(TGIATAII DPRI)

Pasal 24
(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran

tugas fungsi dan wewenang DPRD;
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V
PENGEI-I,AAIT KEI'AITGATI DPRI}

Pe$l 25
(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang

terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 2l dan
tunjangan kesejahteraan serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai:nana
dirnaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 1O, diarrggarkan
dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dinaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17'
Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, Pasal 23 Serta belanja Penuniang
Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21,

dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yalg diuraikan ke dalam jenis
belanja sebagai berikut :

a. belanja Pegawai;
b. belanja Barang dan Jasa;
c, belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturalr perundang - undalgan.



PENJEL/\SAII
ATAg

PERATURAIT DAERAH XABT'PATEN BUOL
NOMOR TNII'IT 2O1 ,

TEilTAIIG
XEDI'DI'KAI| PR(}[{)KOLER DAN KEUAITGAIT PIMPTITAN DAII A.IIGCI(}TA

DIWAIT PTRWAI{ILAII RAI(YAT DATRAH KABUPATEN BUOL

I. PEI(JE[,/\8AI{I'MI'M
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2O14 tentang
Majelis Permusyawaratan Ra-lqyat, Dewan Perwakilan Ralgrat, Dewan
Per'wakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah
menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yarrg berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota
DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau
ac€rra resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungal
dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengaturan
dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata
penghormatan.
Pengaturan mengenai hak-hak keuangal Pimpinan dan Anggota
DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau
pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta
belanja penunjang kegiatan untuk mendukungi kelancaran tugas dan
fi.rngsi DPRD mela-lui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas,
transparansi dan bertanggungiawab dengan tujuan agar lembaga
DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja
yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pengaturan mengenai kedudukan keualgan Pimpinan dan Anggota

DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip kesetaraan, yaitu sesama Pi:npinan dan Anggota DPRD

memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain
tercermin dari formulasi penentuan besaran Ualg Representasi

Ketua DPRD yang disetaralan dengan gqji Kepala Daerah sebagai

wujud kesetaraan dan kemitraan antara lcmbagar Perwa-kilan

Rakyat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu besarnya

uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku

pimpinan lembaga legislatif sama dengan besarnya gaji Bupati'

2. Prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpina dan

Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan

kepatutan selain itu, beban tugas dan wewenang antara Pimpinan

dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertirnbangkan'



Terkait dengan tingkat kelembagaan harus dihindari adanya
pemberial penghasilan tetap Pi:npinal dan Anggota DPRD
Kabupaten tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi atau DPR-RI, dikaitkan
dengan bebal tugas dan kewenangannya harus dihindari adanya
pemberian penghasilan tetap anggota Dewan lebih tinggi dari
wakil Kehra DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih
tinggi dari Ketua DPRD.

3. Prinsip proporsional, yaitu-penyediaan belanja penunjang
kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan,
kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk
Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan
kualitas, produktivitas dan

4. Kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan
yang dihadapi dan harus dipecahkal serta kemampuan keuangan
masing-masing Daerah.

Atas dasar prinbip-prinsip tersebut di atas, ma-ka pengaturan tentang
kedudukan keuangan Pimpinan dan'Anggota DPRD selain
memberika"n arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan
pimpinan dan Anggota DPRD juga memberi keleluasan kepada
Daerah untuk mengatur belalja penunjang kegiatal DPRD sesuai
dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.
Pimpinan dan Anggoti DPRD setelah mengakhiri masa bhalrtinya
tidak diberikan hak pensiun sebagaimaia layalmya pejabat
pemerintah. Sehubungan dengan ha-l tersebut sebagai imbalan alas
jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat,
kepada yarg bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.
Dalam kaiten itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian
uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah
menyelesaikan tugasnya bagr pimpinan dan anggota yang
melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang
diberhentikan akibat dinyatakal melanggar
Sumpah janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan
kewajiban sebagai anggota DPRD atau Dinyatatan melakukan tindak
pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak
diberikan uang jasa pengabdian.
Anggaran belanja DPRD merupatan Uagian yang tidak terpisahkan
dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah
maka Selrretaris DPRD bertugas men)rusun belanja DPRD yang
terdiiri dari Belanja Pimpinan da-n Anggota DPRD yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keda
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan
keualgan DPRD. Dengan demikian penJrusunan, pembahasan,



j.Lt

Pasal 26
Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

P:asal27
(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

APBD.
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertaggungjawaban belanja

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnakan dengan belanja
satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
KETTNTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor
03 Tahun 2005 tentang l(edudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2005 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal29
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Buol.

Buol
5 Januari 2015
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- usulan pelakasanaan penatausahaan dan pertanggungiawabannya
diperlakukan sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

' U. PEIT.'ET,IISAII PASAL DTItrI P/TSAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 1 1

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
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Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga
pakaian dinas mempertimbangkan
kepatutaa dan kewajaran.

PasJ22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

dan kuatitas bahan
prinsip penghemataa,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 0062


